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PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 

 
NOMOR  10  TAHUN   2009 

 
TENTANG 

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA CIREBON, 

 
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan 

perhubungan di Kota Cirebon telah 
ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9  
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Perhubungan; 

 

 b. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan 
perhubungan secara optimal perlu upaya 
pemeliharaan sarana dan prasarana 
perhubungan dengan melibatkan partisipasi 
para pengguna jasa perhubungan antara lain 
melalui pemungutan retribusi; 

 

c. bahwa pengaturan retribusi penyelenggaraan 
perhubungan perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa    
Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang   
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 
1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota 
Kecil di Jawa  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 551); 

 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981  
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209);  

 

3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 
tentang Penerbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3481); 

 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu08.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu015.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu018.pdf
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 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4438); 

 
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Perkeretaapian  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4722); 

 
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4849); 

 
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 

tentang Telekomunikasi  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3514); 

 
14. Peraturan  Pemerintah  Nomor 41 Tahun 

1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia      Tahun 1993 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3893); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu038.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/08uu017.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu022.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/83pp027.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/93pp08.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/93pp041.pdf
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 
tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 

 
16. Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 

1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 

tentang Kendaraan dan Pengemudi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3530) 

 
18. Peraturan  Pemerintah  Nomor 40 Tahun 

1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia    Tahun 1995 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3610); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 

tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal  
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3722); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 

tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3795); 

6 
 

21. Peraturan  Pemerintah  Nomor 82 Tahun 
1999 tentang Angkutan Perairan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3907); 

 
22. Peraturan  Pemerintah  Nomor 7 Tahun 2000 

tentang Kepelautan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3929); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 

tentang Pencarian dan Pertolongan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia     
Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3907); 

 
24. Peraturan  Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2001 tentang  Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3907); 

 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 

tentang Kebandarudaraan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4146); 

 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4578); 

 
http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/93pp042.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/93pp043.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/93pp044.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/95pp040.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/98pp01.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/98pp069.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99pp082.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp07.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp012.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp066.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp070.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058.pdf
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Penunjukan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan 
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah 
yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D); 

 
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E); 

 
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon      
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor 12, Tambahan  Lembaran  Daerah  
Kota Cirebon  Nomor 19 Seri D); 

 
31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Dinas-Dinas Daerah pada 
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 21 Seri D); 
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32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaran Perhubungan 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 28 Seri C); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON 

dan 
WALIKOTA CIREBON 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
1. Kota adalah Kota Cirebon. 
2. Pemerintah  Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. 
3. Walikota adalah Walikota Cirebon. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dapat 

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota 
yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam 
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perhubungan 
di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. 

5. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, 
pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali SKPD dalam 
melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam 
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang 
perhubungan.  

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp038.pdf


9 
 

 
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan usaha. 
 

7. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan 
tertentu dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi 
atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
 

8. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib 
retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran 
retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.     

 

9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi. 

                                                                                      

10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan 
jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kota. 

 

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD 
adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
retribusi yang terhutang. 

 

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan denda. 
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13. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan 
yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara 
penyampaian SPTRD kepada wajib retribusi untuk diisi 
secara lengkap dan benar. 

 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat 
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang 
terutang dan tidak seharusnya terhutang. 

 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat 
disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang 
memutuskan besarnya retribusi daerah yang terhutang. 

 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan 
yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah 
yang telah ditetapkan. 

 

17. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban 
yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan 
SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang 
ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

 

18. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan 
pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan 
penyampaian surat peringatan, surat teguran yang 
bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar 
retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang. 

 
 
 
 
 
 

http://www.bphn.go.id/


